
a. bahwa untuk ·melabanakan ketentuao Pasal· 18,r ayat (1) Undang
Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang I:"'~merintahan Dserah
sebagaimana telab di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tabun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 3 Tabun 2005 Tentang Perubahan. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem¢ntilhan Daerah menjadi Undang
Undang. kepala Oaerah mengajulcan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
Persetujuan bersama ;

b. bahwa Rancangan Perutwan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a. merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tabun 2012 yang dijabatbn kedalam kebijakan umum APBO serta
prioritas dan plafon anggaran yang telab disepukati bersama antara
pemerintah daerah dengan DPRD; .

c. bahwa berdasarbn pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturun Daerah tentang
Ang8arun J>endapatan dan Belanja Daerah Kabupiuen Kaimana Tabun
Anggarun 2012; ~

I' Menimbang
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I. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
:;ngunan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1985 Nomor

, T~bahan Lem~aran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagulmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 1994 Nomor 62,
Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569'
. .~ . '

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J 997 Nomor 41
Tambahun Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebaguinuma telah diubah dengan Undang-Undung Nomor 34 Tahun
2000 Nomor 246 Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048); .

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688); ..

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembafan Negara Tahun 2001 Nomor 135).

6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukirno, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten
Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129).

7. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389;

10. Undang -Undang Nomor 15 Tahun ,2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesif Nomor 4400;

II. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421); .
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12. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 3 Tabun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang
Undang .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tabun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor 41, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan ~mbaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tcntung rctribusi Daerah
(Lembaran Negarn Rcpublik Indonesia Tuhun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesiu Nornor 4139);

17. Peraturun Pernerintuh Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuungan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tamabahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Pcraturan P.emerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenteng

Keduduknn Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilnn Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelol~
Keuangan Badan Layannn Umum (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tabun 2005 tentang Standar A~tansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. pe~turan Pemerintah Nomor 54 Tabun .2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
. Perimbangan (Lembanu\ Negara Republik Ind~nesia T~un 2005
Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);



34. Pemturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Taw Ker.;. Distrik dan Kelurahan Kabupaten Kaimana

33. Pemtunm Daerah Kobupaten Kaimana Nomor 24 Tabun 2009 tentang
Organisasi dan Tala Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana;

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tabun 2010 tentang
Pedornan Penyusunun APBD Tahun Anggaran 2011;

30. Peraturan D~ Kabupaten Kaimana Nornor 15 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Knbupaten Kaimana Nomor 22 Tabun 2009 tentang
Organisasi dan Tara Kerjo Sekretariat Daemh JOIl Sekrctariat Dewan
Pcrwukilon Rakyat Deerah Kabupaten Kaimana;

32. Peraturun Daerah Kubupaten Kaimana Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tala Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga'Teknis Daerah Kabupaten
Kaimano; ..

22 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem Informasi
. Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4516);

23. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
.Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4571);

24. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4518);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Penerapan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara
RepubJik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tabun 2006 tentang
Perubahan keempat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tabun 2003 tentang Pedoman PeJaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman PengeJoJaan Keuangan Daerah;



(I) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimak.sud daJam P~all terdiri dari :
L Pendapatan AsH Oaerah sejumlah Rp. 13.384.793.090,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. SS7.294.996.978,-
c. Lain-lain Pendapatan Oaerah yang Sah sejumlah Rp. 103.665.S0S.03S,-

(2) PCDdapatanAsli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis
pendapetan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 938.27S.09O,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1.53S.893.000,-
c. HasH Pengelolaan Kebyaan Daerah yang Dipisahkan 4.S00.000.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 6.S00.000.000,-

(3) Dana Perimbangan seba~ dimak.sud pada·ayat (I) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
L Dana Bagi HasH sejumlah Rp. 7S.198.S I0.978,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 444.833.SS6.000,=
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 37.262.930.000.-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pnda ayat (I) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan : ~
a. Hibah sejumlah Rp. 1.900.000.000.-
b. Dana Dannt sejumlah Rp. 0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajuk !lCjumlah HI'. 3.768.357.808,-
d. Dana Penyesuaian dun Otonomi Khusus sejumlah Rp. 97.997.147.227.-
e. Bantuan Kcuangan duri Provinsi atau dari Pemerintah Oaerah lainnya sejumlah

Rp.O,-

Puall

Pembiayaan Netto Rp.(l.SOO.OOO.OOO),-
(-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tabun Berkenaan: Rp. 3.S31.112.076,-

0,-
1.500.000.000,

(-)

Pembiayaan Daerah:
L Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.

3.

Swplus/(DetUit)
(-)

Rj). 674.434.670.103,
Rp.676.465.782.179,-

Rp. (2.031.112.076),-

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

ADggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri darijenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah

Rp.O,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan Dacrah yang dipisahkan sejumJah Rp. 0,-
d. Penerimaan piojaman daerah sejumlah Rp 0,- .
e. Penerlmaan kembali pemberian piojaman sejumlah Rp. 0,-
f. Penerlmaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumJah Rp. 0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

(I) Pembiayaan Daerah sebaguimana dimaksud dalam Pasall terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 0,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.500.000.000,-

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I)huruf a lerdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 107.452.257.490,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,-
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 9.434.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp, 57.5466.000.000,-
£ Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0.- : .
g. Belanja Bantuan Kcuangan sejumlllh Rp. 6.920.000.000,-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. I.SOO.~.OOO,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b tcrdiri dari jenis belanja :
a. BelanjaPegawai sejumlahRp. 68.914.884.000,-
b. Belanja Belanja Barans dan Jasa sejumlah Rp. 223.742.463.798,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 200.956.176.891,-

Paul ..
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(I) Belanja Daerah sebagaimana 4imaksud dalam pasa! 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 182.852.257.490,-
b. Belanja Langsung sejumlAhRp. 493.613.524.689,-

t



I'
I

. Bupati meoetapkan peratwan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebegai landasan operasional pelakuMAn APBD.
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12.Lempiran XII Daftar dana cadangan dacrah ;dan
13. Lempiran XllIDaftar Pinjaman daerah dan obllgasi daerah.

10.Lempiran X Daftar perkiruan penambuhan <1An;penguranganasset lainnya;

II. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatun tahun anggaran sebelwnnya yang belum
diselesalkun dan dianggllrkan kembali' dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Perkil'lUUlPenambuhan dan Pengurangan Asci Tetup Daerah;

8. Lempiran VIII Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;

7. Lempiran VII Daftar piutang Daerah;

6. Lempiran VI Daftar Jwnlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

S. Lempiran V Rekapitulasi BeJanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Nepra; .

4. Lempiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan K.egiatan;

2. Lempiran II Ringkasan APBD menurut Urutah Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lempiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,. Organisasi,
Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan;

1. Lempiran I Ringkasan APBD;

Uraiao lebih laojut Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
PuaI 1. tercantwn dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturm Daerah ini. terdiri dari :
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Diundangkan dalam Lembaran Dac:nihKabupatcn Kaimana
Nomor TangpJ 17Februari 2012

di Kaimana

Agar sedap orang mengewhuinya, memerintahkan penguodangan Peraturan Daerahini deogan
penempetannya dalam Lembarun Dacrah. .

Penduran Dacrah ini mulai bcrlaku pada IMggaI diundanakan .
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